PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK- 2 DPRD / 1 / 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN
2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

: a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 180. 14 /HK-PerUU/1 /2019 tentang Pengajuan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2019;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas,
maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
tentang Pembentukan Panitia Khusus;;

: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 20,Pasal 21,Pasal 28 C ayat (1),Pasal 31 dan Pasal
S

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820,

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3670);



5.

10.

11.

12.

13.

-2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4132)sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 115 ,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168 });

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara ;(Lembaran Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna ke- 5 Masa Sidang I hari Senin tanggal 14
Januari 2019 tentang Tanggapan Umum Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pemandangan
Umum Fraksi Atas 2 (dua )Buah Rancangan Peraturan
Daerah, Pendapat Umum Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara Terhadap Nota Penjelasan 2 (dua) buah
Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pembentukan
Panitia Khusus Terhadap 4 (empat) buah Rancangan
Peraturan Daerah di Ruang Sidang Utama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

: Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut:

1. H. M. Behman Ketua

2. Ir. Yusmardani Wakil Ketua
3. Abdul Rahman, S.Ag Anggota

4. Kamarur Zaman Anggota

5. H. Ahmad Jais. HRH, S.Sos Anggota

6. H. Ahmad Zulfiansyah Anggota

7. Buherah, SH Anggota

8. H. Alif Turiadi, SE Anggota

9. Samsudin.T, SE Anggota

10. Saripudin Anggota

: Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:

Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
Rapat dengan tim perumus

Konsultasi

Kajian kebijakan publik

Rapat dengar pendapat umum

Sosialisasi

Seminar

Lokakarya atau diskusi publik

FRemo a0 o

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan
atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

: Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud diktum kesatu dan kedua masa tugas Pansus
maksimal 3 (tiga) bulan dan apabila melewati daripada
ketentuan dimaksud Panitia Khusus Rancangan Peraturan
Daerah dapat mengusulkan tambahan waktu kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan

ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
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KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Januari 2019
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Keputusan disamnaikan kepada Yth :



